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Saat ini banyak dijumpai tempat penjualan bahan bakar minyak mirip SPBU tetapi dalam skala 
lebih kecil yang dikenal dengan istilah pertamini dengan maksud untuk memudahkan 
mendapatkan bensin sekaligus mencari keuntungan. Berdasarkan latar belakang tersebut, di 
identifikasi masalah bagaimana efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku usaha pertamini 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dan bagaimana 
upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pertamini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. 
 
Penulis melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam 
pembahasan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan menganalisis 
permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder 
dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan analitis 
yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang  keadaan atau gejala-gejala yang menjadi 
obyek penelitian, dan kemudian melakukan analisis atas data-data tersebut. Tahapan penelitian 
dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data sekunder yang berasal 
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan melalui penelitian 
lapangan. Metode analisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis data tanpa 
menggunakan rumus dan angka. 
 






Migas merupakan komoditas penting, tidak 
saja pada masa lalu dan saat ini, tetapi juga 
masih akan berperan sebagai penyumbang 
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depan.52 Migas memiliki peranan yang 
cukup penting bagi kehidupan manusia. 
Migas yang dapat digunakan untuk 
kehidupan sehari-hari adalah yang telah 
diolah menjadi beberapa produk siap pakai, 
seperti: bahan  bakar  yang dijual di Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). 
Kebanyakan SPBU hanya didirikan di 
daerah perkotaan saja, mengakibatkan 
masyarakat yang tinggal di perdesaan harus 
menempuh jarak yang sangat jauh hanya 
untuk mendapatkan bensin. Berangkat dari 
hal inilah, maka timbul pedagang-pedagang 
bensin eceran atau dikenal dengan istilah 
pertamini. 
 
Berdasarkan data pada tahun 2015, 
pertamini berjumlah 605 unit yang tersebar 
di beberapa provinsi dan jumlah yang paling 
banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. 
 
Berdasarkan ketentuan, pelaku usaha 
pertamini harus memiliki izin usaha dan 
harus menggunakan alat ukur yang 
memenuhi persyaratan metrologis, 
sedangkan produsen/pembuat alat untuk 
usaha Pertamini harus memperoleh 
persetujuan perizinan Alat-alat Ukur, Takar, 
Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). 
 
Salah satu upaya untuk memberikan 
perlindungan terhadap konsumen dalam hal 
kebenaran hasil pengukuran pada transaksi 
perdagangan barang dan jasa, metrologi 
legal berperan sebagai bagian dari 
                                                          
52 Benny Lubiantara, Ekonomi Migas Tinjauan 
AspekKomersial Kontrak Migas, Gramedia Widiasarana 
Indonesia, Jakarta, 2012), hlm 13. 
 
pengamanan perdagangan barang dan jasa 
baik dalam negeri maupun luar negeri. 
Pengamanan perdagangan dalam negeri 
dilakukan dengan memberikan jaminan 
kebenaran hasil pengukuran dan kepastian 
hukum kepada konsumen terhadap proses 
transaksi perdagangan yang menggunakan 
alat ukur, takar, timbang, dan 
perlengkapannya (UTTP) sebagai dasar 
penetapan kuantitas dan harga barang dan 
jasa, sedangkan dalam perdagangan luar 
negeri, negara menghendaki adanya jaminan 
kebenaran hasil pengukuran terhadap ekspor 
dan impor barang dan jasa agar negara tidak  
mengalami kerugian akibat kesalahan atau 
ketidaksesuaian hasil pengukuran terhadap 
barang dan jasa tersebut.53 
 
Direktorat Metrologi telah melakukan 
pengujian dan penelitian terhadap salah satu 
alat yang digunakan dalam usaha Pertamini. 
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian 
dari rangkaian proses untuk mengetahui 
dipenuhi atau tidaknya ketentuan dan syarat 
teknis yang berlaku, dan berdasarkan hasil 
pengujian alat jenis tersebut tidak sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dan 
berpotensi merugikan konsumen. 
 
Belum ada kasus Pertamini yang ditangani 
langsung oleh Pengawas 
Kemetrologian/Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil Metrologi Legal (PPNS Metrologi 
Legal) karena terkendala dengan aturan yang 
menyatakan bahwa pertamini bukan 
termasuk dalam kategori UTTP yang wajib 
                                                          
53 Kementerian Perdagangan, Rencana Strategis 
Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019, 
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ditera dan ditera ulang. Terkait hal ini 
didukung oleh Surat Dirjen Standardisasi 
dan Perlindungan Konsumen Nomor: 
211/SPK/SD/10/2015 tanggal 22 Oktober 
2015 perihal Legalitas Usaha Pertamini. 
 
Apabila Pertamini digunakan sebagai tempat 
penjualan BBM tanpa izin usaha niaga dari 
pemerintah, maka hal tersebut tidak sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2001 tentang Minyak dan Gas, keberadaan 
pertamini tersebut melanggar hukum. Kasus 
pertamini yang ditangani pihak kepolisian 
terjadi pada bulan Oktober 2016 di 
Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, 
dimana seorang pelaku usaha Pertamini 
telah memasang 3 (tiga) unit alat pertamini 
di halaman depan rumah di RT.06 RW.02 
Ds.Wonoanti Kec.Gandusari 
Kab.Trenggalek. Alat tersebut digunakan 
untuk menjual BBM tertentu, diduga jenis 
solar (gas oil) secara eceran dan tidak 
layak/tidak memenuhi ketentuan yang 
berlaku untuk dapat digunakan pada 
kegiatan niaga umum. 
 
Berkaitan dengan Pertamini, penulis 
menganalisis bahwa penjualan BBM melalui 
Pertamini illegal, tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan yang 
berlaku, begitu juga dengan alat ukur yang 
digunakan. 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat 
diidentifikasi masalahan sebagai berikut (1) 
bagaimana Efektivitas Sanksi Pidana 
Terhadap Pelaku Usaha Pertamini 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal (2) 
bagaimana Upaya Penegakan Hukum 
Terhadap Pelaku Usaha Pertamini 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam 
pembahasan  ini adalah metode pendekatan 
yuridis empiris yaitu dengan menganalisis 
permasalahan dilakukan dengan cara 
memadukan bahan-bahan hukum sebagai 
data sekunder dengan data primer yang 
diperoleh di lapangan. Sifat penelitian ini 
adalah deskriptif dan analitis yaitu 
memberikan data yang seteliti mungkin 
tentang keadaan atau gejala-gejala yang 
menjadi obyek penelitian, dan kemudian 
melakukan analisis atas data-data tersebut. 
Tahapan penelitian dilakukan melalui 
penelitian kepustakaan untuk mendapatkan 
data-data sekunder yang berasal dari bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder, 
bahan hukum tersier dan melalui penelitian 
lapangan. Metode analisis menggunakan 
metode analisis kualitatif, yaitu analisis data 




Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang 
mempengaruhi hukum tersebut dapat 
berfungsi dengan sebaik- baiknya. Ukuran 
efektif atau tidaknya suatu peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dapat 
dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu 
hukum atau peraturan perundang-undangan 
akan efektif apabila warga masyarakat 
berperilaku sesuai dengan yang diharapkan 
atau dikehendaki oleh peraturan perundang-
undangan tersebut mencapai tujuan yang 
dikehendaki, maka efektivitas hukum atau 
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telah dicapai. Teori efektivitas hukum 
tentang efektif atau tidaknya suatu hukum 
ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:54 
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-
undang). 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-
pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang 
mendukung penegakan hukum. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan 
dimana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil 
karya, cipta dan rasa yang didasarkan 
pada karsa manusia di dalam pergaulan 
hidup. 
 
Kelima faktor di atas saling berkaitan 
dengan eratnya, oleh karena merupakan 
esensi dari penegakan hukum, juga 
merupakan tolak ukur daripada efektivitas 
penegakan hukum. 
Faktor yang pertama yaitu faktor hukumnya 
sendiri (undang- undang). Undang-Undang 
Metrologi Legal mengatur larangan 
mempunyai, menaruh, memamerkan, 
memakai atau menyuruh memakai UTTP 
yang 1) bertanda batal, 2) tidak bertanda tera 
sah yang berlaku atau tidak disertai 
keterangan pengesahan yang berlaku, 3) 
tanda teranya rusak, 4) setelah dilakukan 
perbaikan atau perubahan yang dapat 
mempengaruhi panjang, isi, berat atau 
penunjukannya, sebelum dipakai kembali 
tidak disahkan oleh pegawai yang berhak 5) 
                                                          
54 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2014, hlm. 8. 
panjang, isi, berat atau penunjukannya 
menyimpang dari nilai yang seharusnya dari 
pada yang diizinkan 6) mempunyai tanda 
khusus yang memungkinkan orang 
menentukan ukuran, takaran,  atau  
timbangan  menurut  dasar  dan  sebutan  
lain  7) untuk 
 keperluan lain, ditempat usaha ditempat 
untuk menetukan ukuran atau timbangan 
untuk kepentingan umum, ditempat 
melakukan penyerahan-penyarahan, 
ditempat menentukan pungutan atau upah 
yang didasarkan pada ukuran atau 
timbangan. Dengan demikian, apabila 
melihat ketentuan di atas, maka pelaku 
usaha pertamini terikat oleh aturan tersebut. 
Namun pada kenyataannya, pertamini yang 
digunakan saat ini tidak menggunakan alat 
ukur yang bertanda tera sah yang berlaku 
sehingga hasil pengukurannya tidak dapat 
dijamin kebenarannya dan berpotensi 
merugikan konsumen. 
 
Undang-Undang tersebut mendelegasikan 
kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 1985 untuk mengatur bahwa UTTP 
yang secara langsung atau tidak langsung  
digunakan  atau  disimpan dalam keadaan 
siap pakai untuk keperluan menentukan hasil 
pengukuran, penakaran, atau penimbangan 
untuk kepentingan umum, usaha, 
menyerahkan atau menerima barang, 
menentukan pungutan atau upah, 
menentukan produk akhir dalam perusahaan, 
melaksanakan peraturan perundang-
undangan, wajib ditera dan ditera ulang. 
Beberapa alasan utama mengapa UTTP 
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1. Untuk menjamin agar hasil pengukuran 
memberikan hasil-hasil yang tetap pada 
setiap pengukuran. 
2. Untuk menentukan kesalahan dan 
ketelitian pembacaan UTTP. 
3. Untuk menentukan reliabilitas UTTP 
agar UTTP dapat dipercaya. 
 
Selanjutnya Peraturan Pemerintah 
mendelegasikan kepada Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 8 Tahun 2010 untuk 
menetapkan UTTP mana saja yang masuk 
dalam kategori wajib tera dan tera ulang dan 
kewajiban untuk memenuhi syarat teknis 
UTTP. Di dalam Lampiran I Peraturan 
Menteri tersebut, terdapat 14 jenis UTTP 
dengan 88 rician UTTP yang masuk dalam 
kategori UTTP yang wajib ditera dan ditera 
ulang. Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 8 Tahun 2010 belum mengakomodir 
perkembangan yang terjadi saat ini. Diantara 
14 jenis UTTP dengan 88 rician UTTP yang 
masuk dalam kategori UTTP yang wajib 
ditera dan ditera ulang, pertamini tidak 
termasuk dalam ketegori tersebut, padahal 
jelas-jelas bahwa pertamini digunakan untuk 
kepentingan usaha sehingga konsumen 
dalam hal ini harus dilindungi. Terdapat 
pembatasan, alat baru tidak masuk dalam 
permendag tersebut. 
 
Faktor yang kedua yaitu faktor penegak 
hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum, dalam hal ini 
mencakup semua aparatur yang 
berhubungan dengan aspek penegakan 
hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri 
Perdagangan No. 69 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan SDM Kemetrologian, yang 
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan 
hak secara penuh oleh  pejabat yang 
berwenang untuk melaksanakan pengawasan 
dan penyidikan di bidang metrologi legal 
adalah Pengawas Kemetrologian. 
  
Berdasarkan data yang ada di Direktorat 
Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan 
Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian 
Perdagangan, sampai dengan Bulan Mei 
2018, SDM Pengawas Kemetrologian di 
seluruh Indonesia berjumlah 121 orang, 
tentu saja mengakibatkan kegiatan 
pengawasan dan penegakan hukum di  
bidang metrologi legal tidak dapat 
dilaksanakan secara optimal sehingga 
berpotensi munculnya oknum pelaku usaha 
yang melakukan kecurangan-kecurangan 
pada saat menggunakan UTTP. 
Faktor yang ketiga yaitu faktor sarana atau 
fasilitas yang mendukung penegakan 
hukum. Tersedianya fasilitas yang berwujud 
sarana dan prasarana bagi petugas pelaksana 
yang digunakan sebagai alat untuk 
melaksanakan penegakan hukum sangatlah 
mempengaruhi pencapaian efektivitas 
hukum. Sarana dan fasilitas yang dimaksud 
adalah yang mendukung kegiatan metrologi 
legal. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
mempunyai kewenangan untuk 
melaksanakan tera, tera ulang dan 
pengawasan dan berdasarkan Peraturan 
Menteri Perdagangan No. 78 Tahun 2016 
tentang Unit Metrologi Legal, untuk dapat 
melaksanakan kegiatan tersebut, 
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Metrologi Legal paling sedikit harus 
mempunyai: 
1. Ruang kantor, ruang pelayanan tera dan 
tera ulang, serta ruang penyimpanan 
standar yang terkondisi; 
2. Peralatan dan standar ukuran; 
3. SDM Kemetrologian terdiri atas 1 (satu) 
orang Pegawai Berhak dan 1 (satu) 
Pengamat Tera dan/atau Pengawas 
Kemetrologian; 
4. SKKPTTU UTTP; dan 
5. Cap Tanda Tera sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Berdasarkan data per akhir Mei 2018, Unit 
Metrologi yang sudah terbentuk diseluruh 
Indonesia berjumlah 148 Unit Metrologi 
Legal dari 509 Unit Metrologi Legal yang 
harus dibentuk. Artinya hanya 148 (29,07%) 
Kabupaten/Kota yang sudah memiliki sarana 
dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan 
metrologi legal sehingga kondisi ini sangat 
berpengaruh terhadap proses penegakan 
hukum di bidang metrologi legal. 
 
Faktor yang keempat yaitu faktor 
masyarakat, yakni lingkungan dimana 
hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Ada 
beberapa  elemen pengukur efektivitas yang  
tergantung  dari  kondisi masyarakat, yaitu: 
1. Faktor penyebab masyarakat
 tidak mematuhi aturan 
walaupun peraturan yang baik. 
2. Faktor penyebab masyarakat tidak 
mematuhi peraturan walaupun peraturan 
sangat baik dan aparat sudah sangat 
berwibawa. 
3. Faktor penyebab masyarakat tidak 
mematuhi peraturan baik, petugas atau 
aparat berwibawa serta fasilitas 
mencukupi. 
 
Elemen tersebut di atas memberikan 
pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan 
masyarakat (sebagai pelaku usaha pertamini) 
tergantung dari motivasi yang secara internal 
muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap 
individu yang menjadi elemen terkecil dari 
komunitas sosial. Oleh karena itu 
pendekatan paling tepat dalam hubungan 
disiplin ini adalah melalui motivasi yang 
ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, 
derajat kepatuhan hukum pelaku usaha 
pertamini menjadi salah satu parameter 
tentang efektif atau tidaknya hukum itu 
diberlakukan sedangkan kepatuhan pelaku 
usaha pertamini tersebut dapat dimotivasi 
oleh berbagai penyebab, baik yang 
ditimbulkan oleh kondisi internal maupun 
eksternal. 
 
Pada takaran umum, keharusan pelaku usaha 
pertamini untuk tunduk dan menaati hukum 
disebabkan karena adanya sanksi atau 
punishment yang menimbulkan rasa takut 
atau tidak nyaman sehingga lebih memilih 
taat hukum daripada melakukan 
pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat 
sementara atau hanya temporer. 
 
Faktor yang kelima yaitu faktor kebudayaan, 
yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia di 
dalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum 
bertitik tolak dari masyarakat, artinya 
masyarakat berperan sebagai tokoh 
sentralnya. Bagi masyarakat, keberadaan 
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dan tidak menggunakan alat ukur yang 
memenuhi ketentuan, walaupun dengan 
kondisi seperti itu tetap saja memberikan 
dampak positif, karena keberadaan pertamini 
dapat membantu masyarakat untuk 
mendapatkan bensin lebih dekat. Sehingga 
dengan kondisi tersebut, masyarakat tidak 
ada yang melaporkan kerugian yang 
diakibatkan dari pertamini. 
 
Undang-Undang No 2 tahun 1981 tentang 
Metrologi Legal bertujuan untuk 
mewujudkan perlindungan terhadap 
kepentingan umum/konsumen atas jaminan 
kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi 
perdagangan melalui pemakaian satuan 
ukuran, standar satuan, metode pengukuran 
dan alat-alat ukur, takar, timbang dan 
perlengkapannya (UTTP). Untuk dapat 
mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan 
serangkaian kegiatan, salah satunya kegiatan 
pengawasan di bidang metrologi legal. 
Pengawasan merupakan salah satu bentuk 
kegiatan mengevaluasi sampai sejauh mana 
peraturan perundang- undangan dapat 
dilaksanakan, baik oleh pemerintah selaku 
pelaksana/pembina/selaku eksekutor dan 
masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan 
peraturan perundungan-undangan tersebut. 
Pengawasan dalam menegakkan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang 
Metrologi Legal (UUML) dilakukan oleh 
pemerintah dalam 2 (dua) bentuk, yaitu 
pengawasan preventif dan pengawasan 
represif. Pengawasan preventif adalah suatu 
metode yang mengutamakan tindakan 
pencegahan sebelum terjadinya tindak 
pidana di bidang metrologi legal, misalnya 
pemberian perijinan, dan penyuluhan UTTP. 
Sedangkan pengawasan represip adalah 
suatu metode yang dilakukan setelah 
terjadinya tindak pidana. 
Berkaitan dengan usaha pertamini, Undang-
Undang Metrologi Legal telah mengatur 
ketentuan mengenai UTTP yang digunakan 
di tempat usaha, di tempat untuk menetukan 
ukuran atau timbangan untuk kepentingan 
umum, di tempat melakukan penyerahan- 
penyarahan, di tempat menentukan pungutan 
atau upah yang didasarkan pada ukuran atau 
timbangan dan tentunya bagi siapa saja yang 
melanggar ketentuan tersebut akan 
dikenakan sanksi. 
 
Pertamini merupakan tempat penjualan 
bahan bakar minyak mirip Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Umum (SPBU) tetapi dalam 
skala lebih kecil yang digunakan untuk 
kepentingan usaha. Oleh sebab itu, maka 
seyogyanya pelaku usaha pertamini 
diwajibkan mematuhi ketentuan yang sudah 
diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 
1981 tentang Metrologi Legal. 
Ada alat ukur fuel dispenser produksi dalam 
negeri yang telah mendapatkan izin dari 
Direktorat Metrologi yang dapat digunakan 
untuk usaha pertamini yang diproduksi di 
Surabaya yaitu PU BBM Merek Premier 
Tipe MBL-R6 Kapasitas 44 L/min, PU 
BBM Merek Premier Tipe PU 10 (R-2) 
Kapasitas 22 L/min dan yang diproduksi di 
Samarang Garut, yaitu PU BBM Tipe 3 AZ 
5017-A Kapasitas 80 L/min, PU BBM Tipe 
3 AZ 5017-B Kapasitas 57 L/min dan PU 
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Menganalisis kondisi yang terjadi saat ini, 
hampir sebagian besar pertamini yang 
digunakan untuk kepentingan usaha tidak 
memenuhi ketentuan, baik dari sisi legalitas 
izin usaha maupun dari sisi legalitas alat 
ukurnya, untuk itu perlu dilakukan langkah-
langkah dan upaya penegakan hukum. Ada 3 
peraturan yang berkaitan dengan pertamini, 
yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 
tentang Metrologi Legal yang mengatur 
ketentuan alat ukur yang digunakan usaha 
pertamini, Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
yang mengatur ketentuan izin usaha 
pertamini dan Undang-Undang No. 8 Tahun 
1981 tentang Perlindungan Konsumen yang 
mengatur perlindungan konsumen pertamini. 
Peraturan tersebut mengatur ketentuan yang 
berbeda satu sama lainnya namun saling 
terkait. 
Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang 
Metrologi Legal, instansi pembinanya yaitu 
Direktorat Metrologi, merupakan salah satu 
unit eselon II di Kementerian Perdagangan, 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi instansi 
pembinanya adalah salah satu unit di 
Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral, yaitu Badan Pengatur Hilir Minyak 
dan Gas Bumi (BPH Migas) sedangkan 
Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang 
Perlindungan Konsumen instansi 
pembinanya yaitu Direktorat Pemberdayaan 
Konsumen, unit eselon II di Kementerian 
Perdagangan. 
 
Kondisi saat ini, Direktorat Metrologi dan 
Direktorat Perlindungan Konsumen berada 
dalam satu unit eselon I di Kementerian 
Perdagangan, yaitu berada di bawah 
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen 
dan Tertib Niaga. Di samping itu, saat ini 
Direktorat Metrologi memiliki kerjasama 
dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan 
Gas Bumi (BPH Migas) yang dituangkan 
dalam Nota Kesepahaman antara Direktorat 
Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib 
Niaga Kementerian Perdagangan dan Badan 
Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH 
Migas) Nomor 01.KB/KA BPH/2016 
Nomor 01/PKTN/MOU/2/2016 Tentang 
Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, 
Timbang Dan Perlengkapannya Yang 
Digunakan Dalam Pendistribusian Bahan 
Bakar Minyak yang ditindaklanjuti dengan 
Pedoman Kerja Pengawasan Alat-Alat Ukur, 
Takar, Timbang Dan Perlengkapannya Yang 
Digunakan Dalam Pendistribusian Bahan 
Bakar Minyak Antara Direktorat Bahan 
Bakar Minyak BPH Migas Dengan 
Direktorat Metrologi Direktorat Jenderal 
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 
Kementerian Perdagangan Nomor 
01.PK/BBM BPH/2016 Nomor 
01/PKTN.5.4/PK/2/2016. 
 
Direktorat Metrologi telah melakukan 
upaya-upaya untuk menangani pertamini, 
antara lain melakukan koordinasi dengan 
pihak- pihak terkait seperti PT. Pertamina, 
BPH Migas, Hiswana Migas, dinas 
kabupaten/kota yang membidangi 
perdagangan di seluruh Indonesia. 
Upaya lain yang dilakukan Direktorat 
Metrologi yaitu menyampaikan surat kepada 
BPH Migas untuk menyampaikan informasi 
bahwa terdapat alat ukur fuel dispenser 
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mendapatkan izin dari Direktorat Metrologi 
yang dapat digunakan untuk usaha 
pertamini. Hal tersebut dilakukan sebagai 
tindak lanjut dari hasil pemantauan petugas 
Direktorat Metrologi di lapangan terhadap 
kegiatan yang diselenggarakan oleh BPH 
Migas pada acara launching sub penyalur 
(pertamini) di Kepulauan Selayar sebagai 
pilot project pertama di Indonesia. Pada 
kegiatan launching tersebut, BPH migas 
tidak menggunakan alat ukur yang tidak 
memenuhi ketentuan, hal ini dikhawatirkan 
akan diikuti oleh pelaku usaha pertamini 
lainnya. 
 
Direktorat Metrologi pada Bulan April 2017 
menyelenggarakan kegiatan Forum 
Pengawasan yang dihadiri oleh ± 400 orang 
perwakilan dari dinas yang membidangi 
perdagangan di seluruh Indonesia. Salah 
satu rumusannya yaitu alat ukur yang 
digunakan usaha Pertamini secara prinsip 
tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, 
sehingga pemerintah daerah diminta untuk 
menghimbau pemilik Pertamini untuk 
mengurus perizinannya. 
 
Selanjutnya, Direktorat Metrologi membuat 
surat edaran atau himbauan penanganan 
pertamini yang ditujukan kepada kepala 
dinas yang membidangi perdagangan di 
seluruh Indonesia untuk mengurus perijinan  
dan  memenuhi persyaratan  sesuai  dengan   
Peraturan BPH Migas dan melaksanakan 
pengawasan terpadu terhadap Pertamini 
secara persuasif. 
 
Upaya penegakan hukum terhadap pelaku 
usaha pertamini saat ini dilakukan dalam 
bentuk pengawasan secara persuasif, 
menghimbau pelaku usaha pertamini untuk 
mengurus perizinannya dan menghimbau 
untuk menggunakan alat ukur yang sesuai 
dengan ketentuan, sedangkan upaya 
penegakan hukum dalam bentuk 
penindakan/refresif tidak dilakukan. 
 
Menganalisis uraian tersebut di atas, 
pertamini yang saat ini marak digunakan 
dalam transaksi perdagangan tidak dapat 
terawasi,  baik dari sisi penggunaan alat 
ukurnya, legalitas izin usahanya maupun 
dari sisi perlindungan konsumen. 
Berdasarkan hasil analisis terhadap 5 (lima) 
faktor yang mempengaruhi efektif atau 
tidaknya penerapan sanksi pidana terhadap 
pelaku usaha pertamini, maka penerapan 
sanksi pidana terhadap pelaku usaha 
pertamini berdasarkan Undang- Undang 
Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi 
Legal, belum efektif karena: 
a. Pertamini bukan termasuk dalam 
kategori UTTP yang wajib tera dan tera 
ulang serta tidak tercantum dalam 
Peraturan Menteri Perdagangan No. 08 
tahun 2010 tentang UTTP yang Wajib 
Tera dan Tera Ulang 
b. Jumlah SDM Pengawas Kemetrologian 
sangat sedikit dan SDM tersebut tidak 
tersedia di setiap kabupaten/Kota. 
c. Unit metrologi legal di Indonesia 
jumlahnya masih sedikit, yaitu 148 unit 
metrologi legal dari 509 kabuaten/kota 
yang harus membentuk. 
d. Sosialisasi tidak dilakukan secara terus 
menerus dan tidak dilakukan secara 
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e. Budaya masyarakat yang selalu ingin 
mendapatkan kemudahan, termasuk 
kemudaha untuk mendapatkan BBM 
melalui pertamini. Upaya Penegakan 
Hukum Terhadap Pelaku Usaha 
Pertamini 
b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal 
hanya dilakukan dalam bentuk 
pengawasan secara persuasif, 
menghimbau pelaku usaha pertamini 
untuk mengurus perizinannya dan 
menghimbau untuk menggunakan alat 





Hasil analisis terhadap 5 (lima) faktor yang 
mempengaruhi efektif atau tidaknya 
penerapan sanksi pidana terhadap pelaku 
usaha pertamini, maka penerapan sanksi 
pidana terhadap pelaku usaha pertamini 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, 
belum efektif karena: 
1. Pertamini bukan termasuk dalam 
kategori UTTP yang wajib tera dan tera 
ulang serta tidak tercantum dalam 
Peraturan Menteri 
2. Perdagangan No. 08 tahun 2010 tentang 
UTTP yang Wajib Tera dan Tera Ulang 
3. Jumlah SDM Pengawas Kemetrologian 
sangat sedikit dan SDM tersebut tidak 
tersedia di setiap kabupaten/Kota. 
4. Unit metrologi legal di Indonesia 
jumlahnya masih sedikit, yaitu 148 unit 
metrologi legal dari 509 kabuaten/kota 
yang harus membentuk. 
5. Sosialisasi tidak dilakukan secara terus 
menerus dan tidak dilakukan secara 
merata di seluruh kabupetan/kota di 
Indonesia. 
6. Budaya masyarakat yang selalu ingin 
mendapatkan kemudahan, termasuk 
kemudaha untuk mendapatkan BBM 
melalui pertamini. Upaya Penegakan 
Hukum Terhadap Pelaku Usaha 
Pertamini. 
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal hanya 
dilakukan dalam bentuk pengawasan secara 
persuasif, menghimbau pelaku usaha 
pertamini untuk mengurus perizinannya dan 
menghimbau untuk menggunakan alat ukur 
yang sesuai dengan ketentuan. 
Saran yang dapat diberikan adalah: 
 
1. Pemerintah segera melakukan revisi 
terhadap Peraturan Menteri 
Perdagangan No. 08 tahun 2010 tentang 
UTTP yang Wajib Tera dan Tera Ulang, 
sehingga pertamini masuk dalam 
kategori UTTP yang Wajib Tera dan 
Tera Ulang dan Undang-Undang No. 2 
Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 
dapat dilaksanakan secara efektif. 
2. Meningkatkan jumlah pengawas 
kemetrologian dan merata di seluruh 
kabupaten/kota di Indonesia. 
3. Mempercepat pembentukan Unit 
Metrologi Legal di seluruh 
Kabupaten/Kota di Indonesia agar 
sarana atau fasilitas pendukung 
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4. Memberikan sosialisasi tentang 
pertamini kepada pelaku usaha atau 
konsumen 
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat 
sehingga dapat merubah pola pikir dan 
budaya yang terjadi di masyarakat. 
 
Penegakan hukum dapat dilakukan secara 
terpadu atau bersinergi antara Direktorat 
Metrologi, BPH Migas dan Direktorat 
Pemberdayaan Konsumen, sehingga 
pertamini yang saat ini marak digunakan 
dalam transaksi perdagangan dapat terawasi, 
baik dari sisi penggunaan alat ukurnya, 
legalitas izin usahanya maupun dari sisi 
perlindungan konsumen. Upaya lainnya 
yaitu bekerja sama dan melibatkan Yayasan 
Lembaga Konsumen Indonesia dan 
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